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ABSTRACT

Adat law is a series of norms that originated from people righleousness sensc that keeps
evolving. It is characterized by religiomagis mentality, communality, cash and conerete, Since
the introduction of Christianity in Batak land, along with other fuctors such as education
development, science and technology and metropolitan life style {under the influence of
modernization and individuality), Adat law has long undergoing changes that manipulates its
religiomagis mentality and communality. Further more, the dynamic side of Adat law will
encourage and act as a catalyst (0 a less demanding value shilting in Adat marriage law for
Batak Toba people in Jakarta.

Kata kunci : Perkawinan Adat, Batak Toba, Perkembangannya.
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PENDAHULUAN

Sebelum orang Eropa datang
ke Indonesia di bumi nusantara ini
sudah berdiri kerajaan-kerajaan
besar, seperti Sriwijaya dan Ma-
japahit yang wilayah kekuasaan-
nya melebihi wilayah nusantara
ini bahkan sampai ke Madagaskar
di seberang lautan India. Pada
masa itu di bumi nusantara ini
sudah berkembang budaya yang
sudah maju di bidang pelayaran
dan perkapalan, sehingga mampu
melintasi samudera luas. Seirama
dengan perkembangan budaya itu
di bidang sosial dibuat berbagai

" Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas
Tama Jagakarsa Jakarta,

peraturan tata tertib dalam kehi-
dupan bermasyarakat yang dise-
but Adat Istiadat. Adat Istiadat 1ni
tumbuh, berkembang, dihayati,
dan ditaati oleh scluruh masyara-
kat. Demikianlah suasana kehi-
dupan masyarakat Indonesia pada
saat bangsa Belanda datang ke
Indonesia pada tahun 1596, yang
kemudian mendirikan Vereniging
Oost Indie Compagnie [VOC] dan
menaklukkan Jakarta pada tahun
1602. Untuk kepentingan perda-
gangan dan penguasaannya atas
wilayah Indonesia, Belanda mem-
pelajart aturan-aturan kemasyara-
katan dan sistim pengendalian so-
sial. Istilah Hukum Adat meru-
pakan terjemahan dari Bahasa
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Belanda vaitu dari kata Adatrecht
dimana istilah itu digunakan un-
ik menyebut suatu sistim pe-
ngendahian sosial yang berlaku di
lingkungan penduduk pribumi se-
bagai kaula jajahan Belanda pada
masa itu.

Beberapa ahli medefinisikan
Hukum Adat. Soepomo mengar-
tikan Hukum Adat sebagai hukum
yang tidak tertulis di dalam per-
aturan-peraturan legislative (un-
statutory law) meliputi peraturan-
peraturan hidup yang meskipun
tidak ditetapkan oleh yang berwa-
iib, toh ditaati dan didukung oleh
rakvat berdasarkan atas keyakinan
bahwasanya  peraturan-peraturan
tersebut mempunyai kekuatan hu-
kum (Djaren Saragih, 1982: 16).
Sukanto memberikan pengertian
Hukum Adat sebagai kompleks
adat yang kebanyakan tidak di-
kitabkan tidak -dikodifikasi dan
bersifat paksaan, dan mempunyaj
sanksi jadi mempunyai akibat
hukum (Djaren Saragih, 1982:
16). J.P.H.Bellefroid memberikan
pengertian Hukum Adat sebagai
peraturan-peraturan  hidup  yang
meskipun tidak diundangkan oleh
penguasa toh dihormati dan ditaati
oleh rakyat dengan keyakinan
bahwa peraturan-peraturan terse-
but berlaku sebagai  hukum.
(Djarcn Saragih, 1982: 17). M.M.
Diojodigoeno memberi pengertian
Hukum Adat adalah hukum yang
tidak bersumber kepada peratur-
an (Djaren Saragih, 1982: 17).

C. van Vollenhoven memberikan
pengertian Hukum Adat sebagai
hukum yang tidak bersumber
kepada peraturan-peraturan yang
dibuat oleh pemerintah Hindia
Belanda dahulu  atau  alat-alat
kekuasaan lainnya yang menjadi
sendinya dan diadakan scndiri
oleh kekuasaan Belanda dahulu
(Djaren Saragih, 1982: 17).

Apabila dianalisis dan berba-
gai pengertian tersebut di atas di-
gabungkan, maka dapat disim-
pulkan bahwa yang dimaksud de-
ngan Hukum Adat merupakan ga-
bungan dari norma-norma yang
bersumber pada rasa keadilan ma-
syarakat yang tumbuh dan ber-
kembang dalam kehidupan ma-
syarakat yang mencakup pera-
turan-peraturan tingkah laku ma-
nusia dalam kehidupan keseha-
riannya di mana sebagian besar
dari peraturan itu tidak tertulis,
tetapi senantiasa dihormati dan di-
taati oleh masyarakat karena me-
rasa peraturan itu suatu kewajaran
dan mempunyai akibat hukum
(sanksi).

Sanksi yang dimaksud belum
tentu  berupa hukuman badan
tetapi bisa berupa denda atau
permintaan maaf atau pengucilan
dari masyarakat adat, tetapi justru
tindakan itu dirasakan sangat be-
rat olch pelaku.

Hukum Adat adalah hasil pec-
mikiran Bangsa Indonesia, yang
tumbuh dan ditaati dalam per-
gaulan hidup Bangsa Indonesia.
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Hukum  Adat, pasti dipengaruhi
oleh sikap mental Bangsa Indone-
sia sendiri. Karena itu untuk me-
ngerti Hukum Adat haruslah terle-
bih dahulu mengerti atau mempe-
lajari struktur rohani (mentaiitas)
dart Hukum Adat itu sendirl
F.D.Holleman menyimpulkan ciri
mentalitas yang menjiwai Hukum
Adat yaitu:
a. Religiomagis
Cint ini memperlihatkan bah-
wa Bangsa Indonesia percaya
pada adanya dunia gaib, vang
mengatasi kekuatan manusia,
Dunia gaib itu mempengaruhi
bahkan menentukan nasib ma-
nusia. D1 samping kepercaya-
an terhadap adanya dunia gaib
Bangsa Indonesia juga me-
mandangan alam semesta ada-
lah suatu keseluruhan yang se-
imbang. Keseluruhan i ter-
diri dari bagian-bagian liap-
tiap hal yang yang ada yang
merupakan bagian dar kese-
luruhan ini. Jadi tidak ada
satupun yang lepas dari ikatan
keseluruhan itu, Keadaan yang
seimbang itu harus dipertahan-
kan. Gangguan terhadap kese-
imbangan akan menimbulkan
bahaya dari dunia gaib. Bila
sudah terjadi gangguan terha-
dap kescimbangan itu maka
harus dilakukan tindakan-tin-
dakan untuk memulihkan ke-
seimbangan itu.

b. Komunal.
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Cirt komunal menunjukkan
pandangan tenlang tempat in-
dividu dalam pergaulan hidup.
Dalam pandangan ini setiap
individu selalu dilihat sebagai
anggota persekutuan. Jadi tiap
individu hanya mempunyai ar-
i dalam kehidupannya seba-
gal anggota persekutuan. Ka-
rena itu tingkah laku dari in-
dividu haruslah selalu dilak-
sanakan dalam kedudukannya
sebagai anggota persekutuan
dan di dalam rangka kesatuan
dari persckutuan.

Kontan.

Berdasarkan pemikiran religio
magis, Bangsa Indonesia me-
mahami dunia dan alam se-
mesta sebagai suatu keselu-
ruhan vang terdir dari bagian-
bugian. Tiap-tiap bagian dari
kesatuan it memang dapat di-
pindahkan pada kesatuan yang
lain, tetapi untuk menjaga dan
mempertabankan keseimbang-
an, maka dart kesatuan yang
menerima bagian itu harus di-
lepaskan scsuatu yang setaraf
dengan yang diterimanya un-
tuk ditempatkan pada kesa-
tuan vang pertama tadi. Agar
keseimbangan sama sekall ti-
dak terganggu, maka perpin-
dahan bagian-bagian Kesatuan
itu  harus terjadi pada saat
yang sama, drtinya peristiwa
menyerabkan dan menerima
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bagian harus dilakukan secara
serentak.

d. Konkret.
Konkret adalah bahwa tiap-
nap perbuatan atau keinginan
atau hubungan-hubungan ter-
lentu dinyatakan dengan ben-
da yang berwujud. Contohnya
pada orang Sunda, hubungan
pertunangan  dinyatakan de-
ngan pemberian sesuatu dari
pihak laki-laki kepada pihak
perempuan  secara  bertimbal
balik (Djaren Saragih 1982:
21-23).

Karcna Hukum Adat tidak
tertulis. maka coraknya bersifat
tradisional dan  dinam. Bangsa
[ndonesia memandang bahwa Hu-
kum Adat berasal dan keinginan
nenek moyang. Karena itu dalam
melaksanakan hukum, para pelak-
sana Hukum Adat selalu dipe-
ngaruhi oleh anggapan ini. Kepu-
tusan hukum vyang telah/pernah
dijatubkan terhadap suatu persoal-
an mempunyai pengaruh bagi per-
soalan yang sama vang terjadi di
kemudian hari. Jadi dalam suasa-
na Hukum Adat memang ada ke-
cenderungan untuk memberi ke-
putusan vang sama bagi persoal-
an-persoalan yang sama, Inilah
vang dimaksud dengan sifat tra-
disional Mukum Adat.

Keputusan atau penetapan hu-
kum yang diberikan oleh pim-
pinan masydrakat dalam suasana

II.

Hukum Adat untuk memecahkan
suatu perscalan atau untuk me-
netapkan kedudukan hukum dari
suatu hal, selalu dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor- faktor
relevan bag! persoalan yang ber-
sangkutan. Faktor-faktor relevan
in1 sangat ditentukan oleh keadaan
sosial yang ada pada saat keputus-
an itu dijatuhkan. Keadaan sosial
1tu tidaklah statis, melainkan me-
rupakan suatu proscs perubahan
terus menerus, sehingga nilai dari
faktor-faktor relevan suatu perso-
alan juga mengalami perubahan
Semua perubahan itu mendorong
masyarakat untuk memberikan
keputusan yang berbeda-beda atau
menyimpang dari keputusan yang
biasanya diberikan bagi suatu per-
soalan yang sama. Karena Hukum
Adat tidak tertulis, maka sifatnya
mudah menycsuaikan diri pada
setiap situasi, karena itu Hukum
Adat bersifat dinamis (Djaren
Saragih, 1982: 24),

PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut di
atas, maka permasalahan pokok
yang perlu dibahas adalah apakah
hukum adat Batak Toba itu mem-
punyai mentalitet sendini? Apakah
mentalitet hukum adat 1tu telah
berubah secara total? Permasalah-
an i1tu perlu diangkat dalam tulis-
an ini, karena penulis mengharap-
kan agar perubahan sosial yang



terjadi tidak mengubah fundamen-
tal dari hukum adat itu.

INL.METODA PENELITIAN

Tulisan inl1 menggunakan me-
toda penelitian Participation Ac-
tion Researh dan observation de-
ngan cara menyenggarakan atau
terlibat di dalam penyelenggaraan
dan melalukan pengamatan ra-
tusan kali perkaminan adat mar-
husip, marhata sinamot, dan ma-
runjuk di kalangan orang Batak
Toba di Jakarta selama 23 tahun,
baik sebagai pelaku  langsung
maupun sebagal undangan. Me-
tode ini digabung dengan metoda
penelitian kepustakaan, yakni de-
ngan mempelajari dan mengkaji
berbagai literatur yang relevan.
Pendekatan yang digunakan ada-
lah pendekatan fenomenologi de-
ngan mengungkapkan gejala yang
terjadi secara kualitatif,

IV.PEMBAHASAN

A. Adat Perkawinan Batak

Toba

Pada dahulu kala, perjodohan
antara seorang pemuda dan seo-
rang gadis ditentukan oleh orang
tua kedua belah pihak, sehingga
mereka berdua praktis hanya me-
nunggu dan meljaksanakan kepu-
tusan dan pilihan orang tuanya.
Sejalan dengan perubahan waktu,
masuk dan menyebarnya agama
Kristen di sekitar Danau Toba

PERGESERAN NILAI PERKAWINAN ADAT
BATAK 1OBA DAN PERKEMBANGANNYA .

serta berkembangnya pendidikan,
ilmu pengetahuan dan teknologt,
maka kebebasan memilih jodoh
sernakin  berkembang, sehingga
pada akhirnya penentuan jodoh
beralih pada pilihan pemuda yang
bersangkutan dan peranan orang
tua semakin berkurang. Hal ini
sangat didorong oleh pengarub
agama yang mempersyaratkan a-
danya kemauan bebas pada kedua
belah pihak pengantin.

Perkembangan berikutnya per-
jodohan untara pemuda dan pe-
mudi menjadi pilihan yang ber-
sangkutan dan prakls tanpa cam-
pur tangan orang tua. Memang o-
rang tua tetap berhak memberikan
pengarahan dan mengingatkan a-
naknya tetapt tidak berhak lagi
memaksakan kehendaknya, teru-
tama pada anak laki. Sepasang a-
nak muda yang sudah menentukan
pilihannya mewujudkan dan me-
realisasikan niatnya itu dengan
mclaksanakan pertunangan atau
dalam bahasa Batak disebut "Ma-
ngalean tanda” atau Masijaloan
Tanda” (T.M. Sihombing, 1989:
48) berupa pemberian suatu benda
yang menandakan bahwa di antara
mercka berdua sudah ada ikatan
khusus. Tanda yang diberikan itu
biasanya berupa sarung, ulos, atau
bisa juga berupa duit, perhiasan
dan kalau sekarang ini berupa
pertukaran cincin.

Setelah acara “mangalean tan-
da” atau pertunangan, maka di-
lanjutkan dengan patua hata atau
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melamar, marhusip, marhata sina-
mol. sthuha-buhai, pasu-pasu raja,
marunjuk, paulak une, dan ma-
ningkir tangga.

Kekerahatan orang Batak pada
dasarnya digolongkan pada tiga
kelompok yaitu Dongan Sabutuha
yaitu orang yang semarga, Hula-
hula vaitu marga isteri, dan Boru
vaitu orang vang mengambil anak
perempuan menjadi isterinya. Hu-
bungan adat antara ketiga kelom-
pok ilu disebut “dalihan na tolu”
atau bertungku tiga.

Pada sctiap acara adat, ketiga
kelompok 1w, brasanya, selaiu
hadir. Dongan Sabutuha menjadi
teman seiring, dan teman bekerja-
sama dalam segala urusan adat,
sehingga vang punya hajat tinggal
mengikuti scmua acara yang telah
diatur oleh para saudaranya. Hula-
hula menjadi orang atau kelom-
pok yang dihormati, dimintai pe-
tuijuk dan berkah serta Boru ber-
peran sebagai orang yvang disuruh
oleh atau yang melayani hula-
hulanya, scrta hertugas untuk me-
nyiapkan segala sesuatu yang di-
perlukan dalam suatu perhelatan
adat,

Setclah peresmian hubungan
cinta antara seorang pemuda dan
scorang gadis dengan cara “ma-
ngalean tanda” atau bertunangan,
maka keluarga si pemuda menyu-
ruh Borunya untuk berkunjung ke
kampung st gadis dan bertemu
dengan Boru dan pihak keluarga
si gadis, Dia bertindak  sebagai

utusan atau perantara dan disebut
‘Domu-domu™ (Hilman Hadiku-
suma, 1992 193) untuk melaku-
kan penjajakan pelamaran secara
resmi. Pelamaran itu dilakukan
oleh pihak kerabat laki-laki kepa-
da pihak keluarga perempuan de-
ngan memberi tanda lamaran atau
tanda pengikat yang biasanya
terdiri dari sirih pinang, vang, ba-
han makanan, bahan pakaian dan
perhiasan. Khusus untuk orang
Batak acara im disebut patua hata
yang berarti hubungan antara
muda-mudi itu ditingkatkan men-
jadi sepengetahuan orang tua atau
direstui orang tua dan dinamakan
Patua hata (melamar).

Sinamot, boli, atau tuhor yang
bisa dianalogikan dengan mahar
atau mas kawin merupakan suatu
hal yang sangat vital bagi terlak-
sananya suatu perkawinan di ka-
langan orang Batak, sebab terlak-
sana atau tidaknya perkawinan itu
tergantung pada  disepakatinya
sinamot. Kalau tidak tercapai ke-
sepakatan, maka perjodohan akan
macet dan berhenti sampai di situ,
schingga sinamot dapat digunakan
kerabat pihak si gadis guna meng-
gagalkan perkawinan anaknya de-
ngan pria yang tidak disukai o-
rang tuanya, dengan cara meminta
sinamot yang sangat tinggi, se-
hingga tidak bakal terjangkau olch
keluarga pihak pria. Untuk meng-
antisipasi  keadaan seperti itu,
maka diadakanlah acara marhusip
yang bertujuan mengadakan pen-



jajakan berapa kiranya sinamot
yang akan diminta pihak keluarga
si gadis. Falsafah yang dipedoma-
ni dalam acara ini adalah "Manat
unang tartuktuk, dadap unang ta-
rrobung, jolo nidodo asa hino-
nong, jolo tinaha garung niba ni-
antan sulangat niba” yang artinya
teliti supaya jangan terantuk dan
masuk lobang, diduga dulu da-
lamnya baru direnangi, dicek, dan
dihitung dulu berapa kemampuan
sebelum membicarakan mahar”
(T.M. Sihombing, 1989: 43). Aca-
ra ini sifatnya semi formal dan
dihadiri oleh kalangan terbatas da-
ri kedua belah pihak serta belum
melibatkan orang tua dari calon
pengantin, Utusan dari kedua be-
lah pihak cukup tiga orang, yaitu
seorang saudara dart orang tuanya
disertai seorang boru, dan seorang
teman sekampung. lsi dari pem-
bicaraan dari kedua belah pihak
belum mengambil keputusan teta-
pi dapat digunakan sebagai ancer-
ancer, dan karena itu perlu disak-
sikan teman sckampung kedua be-
lah pihak.

Sistem garis keturunan masya-
rakat Batak Toba adalah Patrili-
neat. Karena itu bentuk perkawi-
nannya disebut “Kawin Jujur”, ar-
tinya perkawinan itu bertujuan
melanjutkan keturunan dari pihak
laki-laki secara konsekuen [Mr.B.
Ter Haar 1960,165]. Dalam per-
kawinan ini, pihak laki-laki harus
menyerahkan sesuatu yang dise-
but "jujur” kepada pihak perem-
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puan dengun tujuan unluk mele-
paskan calon pengantin perempu-
an tersebut dari keanggotaan klen
orang tuanya atau dengan Kata
lain melepaskan yang bersangkut-
an dari keanggotaan marganya,
untuk dimasukkan ke dalam kien
dari pengantin laki-laki. Dengan
demikian pembayaran uang jujur
sebenarnya tidak sama dengan
mas kawin, sebab mas kawin ada-
lah kewajiban agama ketika dilak-
sanakan akad nikah. Jadi fungsi
dari “jujur” adalah:
a. Secara jurudis untuk mengu-
_bah status keanggotaan klen
dari pengantin perempuan ke
penguntin laki-laki;
b. Secara ekonomi membawa
pergeseran dalam kekayaan,
¢. Secara sosial tindakan penye-
rahan jujur itu mempunyai arti
fihak wanita mempunyal ke-
dudukan yang  dihormati.
[Djaren Saragih 1982 ,135]

Dengan perubahan status pe-
ngantin perempuan itu, maka ter-
jadi gangguan kescimbangan kos-
mis di lingkungan keluarga pe-
rernpuan. Untuk memelihara kese-
imbangan kosmis itu, maka harus
dibayar jujur oleh pihak laki-laki
berupa uang dan hewan disertai
barang pusaka, dan itulah yang
disebut Sinamot, Boli atau Tuhor
oleh masyarakat Batak.

Begitu vital dan mutlaknya
posisi sinamot 1tu dalam proses
perkawinan orang Batak Toba,
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sehingga sinamot itu mutiak harus
disepakati dahulu, kemudian bisa
dilanjutkan ke tahap unjuk atau
peresmian perkawinan, dan seba-
liknya perkawinan itu akan batal
dilaksanakan kalau tidak terdapat
kesepakatan mengenai jumlah dari
sinamot itu. Marhata sinamot atau
membicarakan pencntuan jumlah
unang jujur yang akan diterima
oleh pihak keluarga pengantin
perempuan dan dibagikan kepada
tua-tua kerabat pihak perempuan.
Kerabat yang berhak menerima-
nya adalah orang tua pengantin
dan disebut “Upa Suhut”, saudara
laki-laki dari ayahnya yang dise-
but “Upa Paramaan atau Pama-
rai”. saudara laki-laki dari pe-
ngantin yang disebut “Upa Sima-
lohon atau Simandongkon”, sau-
dara perempuan dari pengantin
vang disebut “Upa Pariban”, dan
saudara laki-laki dari ibu pengan-
tin yang disebut “Upa Tulang”.
Kelima posist atau fungsionaris
itu dibicarakan satu persatu, mulai
dari Upa Suhut berapa jumlah
yang akan diterimanya.

Biasunya pembicaraan itu di-
mulai dari permintaan dari juru
bicara keluarga perempuan de-
ngan mengutarakan sejumlah ter-
nak, perhiasan, serta sejumlah
uang, lalu permintaan itu ditawar
oleh juru bicara keluarga laki-laki,
kemudian diselingi oleh seluruh
kerabal yang hadir di situ sampai
terdapat suatu jumlah yang di-
sepakati kedua belah pihak. Kalau

sudah terdapat kesepakatan ten-
tang Upa Suhut, maka kemudian
dilanjutkan dengan pembicaraan
tentang sinamot untuk fungsiona-
ris yang lainnya. Pembicaraan
tentang sinamot untuk empat
fungsionaris lainnya akan berjalan
dengan lancar scbab sudah ada
semacam patockan bahwa sinamot
untuk mereka masing-masing ber-
kisar 10 persen dari Upa Suhut.
Sebaliknya bila pembicaraan ten-
tang Upa Suhut mengalami jalan
buntu, maka pembicaraan tidak
perlu dilanjutkan lagi karena per-
Jodohan itu tidak bakal berlanjut
dan itulah yang disebut “Sirang
ala sinamot hurang” atau cerai a-
tau putus jodoh karena maharnya
kurang. Dengan demikian sinamot
menentukan jadi atau tidaknya
perkawinan itu dilaksanakan, dan
sebaliknya perkawinan yang su-
dah berlangsung itu bila ternyata
harus diakhiri dengan perceraian,
maka jujur atau sinamot itu harus
dikembalikan bila diminta olch
kerabat laki-laki.

Acara berikutnya adalah si-
buha-buhai”. Acara ini merupakan
proses jemput pengantin perem-
puan dari kediamannya oleh ke-
luarga pihak pengantin laki-laki.
Keluarga pihak pengantin laki-
laki membawa makanan khusus
yang dihidangkan sebagai sarapan
pagi sebelum acara peresmian
perkawinan. Sclesai makan maka
rombongan kedua belah pihak
menuju ke tempat di mana acara
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peresmian perkawinan itu bakal
dilaksanakan. Kesempatan makan
pagi bersama itu sekaligus digu-
nakan oleh orang tua pengantin
perempuan untuk memberi makan
untuk terakhir kali pengantin pe-
rempuan selaku anggota klennya
dan pertama kali pengantin laki-
laki seclaku mantunya dan acara
disebut “marmeme atau mangupa”
(T.M.Sithombing, 1989: 76). Sete-
lah selesai disuapl oleh orang tua
pengantin perempuan, maka acara
makan pengantin 1tu dilanjutkan
dengan makan berdua dengan cara
suap-suapan.

Pada tempo dahulu, peresmian
perkawinan  dilaksanakan oleh
Tetua-tetua adat yang disebut
“Raja Bius” yaitu sejumlah tokoh
adat dari semua marga yang men-
diami suatu Desa, Kuria atau
Nagari. Percsmian perkawinan itu
dilakukan oleh raja bius dari kam-
pung pengantin perempuan dan
pengantin laki-laki secara ber-
sama-sama. Pernah juga peresmi-
an perkawinan itu dilakukan oleh
Kepala Nageri dari kedua pihak
pengantin atau Kepala Nageri
yang bersangkutan kalau ternyata
kedua pengantin berasal dari desa
atau nageri yang sama. Sesudah
agama Kristen menyebar di tanah
Batak maka peresmian perkawin-
an itu dilakukan di gereja olch
Pastor atau Pendeta dan sckaligus
dilanjutkan dengan perkawinan
menurut aturan negara, yang ke-
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mudian dinwnakan perkawinan
“Catatan Sipil”.

Unjuk atau marunjuk meru-
pakan pesta adat untuk meres-
mikan perkawinan 1tu secara adat,
agar perkawinan itu diketahui o-
leh seluruh anggota klen darl ke-
dua belah pihak pengantin seka-
ligus untuk menyelesaikan segala
proses adat yang harus dilalui.
Acara ini biasanya dilaksanakan
di kampung pengantin perempuan
dan dilaksanakan di halaman di-
mulai dengan seserahan makanan
adat yang dinamakan “Tudu-tudu
ni sipanganon”. Seserahan dimu-
lai dari kerabat pcngantin laki-laki
berupa penyerahan kepala habi
atan sapi atau kerbau ditambah
dengan bagian-bagian tertentu da-
ri badan hewan itu dan dari pihak
kerabat pengantin perempuan be-
rupa ikan mas besar sebanyak tiga
atau lima atau tujuh ckor yang di-
masak sccara khusus untuk dija-
dikan lauk. Sctelah seserahan itu,
maka acara dilanjutkan dengan
makan bersama seluruh kerabat
dan undangan. Seclesai makan,
acara dilanjutkan dengan melu-
nasi mahar yang belum dibayar
khususnya Upa Suhut yang bia-
sanya sengaja tidak dibayar kon-
tan semuanya sewaktu marhata
sinamot, agar pelunasan itu disak-
sikan seluruh kerabat. Sesudah
mahar dilunasi lalu dilanjutkan
dengan pemberian ulos berupa
kain tenunan Batak kepada kera-
bat pengantin laki-laki. Yang per-
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tama diberi ulos atau diulosi ada-
lah orang tua pengantin laki-laki,
lalu diikuti ke pengantin yang di-
namakan ulos hela atau ulos man-
tu serta dilanjutkan dengan pem-
berian ulos kepada saudara ayah-
nya, anak lelakinya. anak perem-
puannya, dan saudara perem-
puannya serta Kerabat yang lain
yang jumiah keseluruhan ulos itu
sekarang i biasanya disepakati
17 iembar.

Pemberian ulos itu disertai de-
ngan penyampaian berkah dan
doa restu yang diucapkan dalam
bentuk pepatah atau petitih yang
tujuannya agar yang diberi ulos
1lu mendapat berkah dari Tuhan
berupa kesehatan, kemudahan re-
jeki, panjang usia, dan kesuksesan
dalam hidup, sedangkan khusus
bagi pengantin agar segera mem-
peroleh keturunan dan hidup ber-
bahagia, sehingga inti dari pem-
berian ulos itu sebenarnya terletak
pada pemberian berkahnya.

Maukna dari paulak une sebe-
narnya adalah laporan dari kelu-
arga pengantin laki-laki bahwa
proses perkawinan itu sudah ber-
langsung sebagaimana mestinya.
Pada perkawinan jujur, yang dika-
winkan adalah seorang laki-laki
lajang dengan scorang gadis pe-
rawan. Setelah mereka resmi dini-
kahkan dan  meclaksanakan hu-
bungan suami isteri, maka akan
ketahuan apakah pengantin putri
ity masth perawan atau tidak.
Kalau memang masih perawan,

maka dilakukanlah acara paulak
une, sedangkan kalau tidak, maka
perkawinan itu dapat segera dipu-
tuskan. Pasangan itu bercerai dan
pengantin putri dikembalikan ke
orang tuanya dengan tuntutan agar
maharnya dikembalikan.

Pelaksanaan acara paulak une
itu berupa kunjungan dari pengan-
tin dan kerabat pengantin laki-laki
ke kediaman orang tua pengantin
perempuan dengan membawa ma-
kanan adat dan pada kesempatan
scserahan makanan itulah kerabat
laki-laki menyampaikan bahwa
perkawinan 1tu sudah berlang-
sung dengan baik dan sebagaima-
na mestinya.

Pengantin baru itu untuk se-
mentara tinggal di rumah orang
tua pengantin laki-lak: tetapi tiduk
lama kemudian mereka terus men-
car dengan menempati rumah ba-
ru agar segera membangun ru-
mahtangga sendiri. Setelah mere-
ka telah pisah rumah, maka da-
tanglah kerabat pengantin perem-
puan mengunjungt rumah menan-
tunya dengan membawa ikan mas
dan beras serta mercka diterima
oleh kerabat pihak laki-laki. Kun-
jungan ini juga bisa dilakukan ke
rumah besannya sebelum pengan-
tin mencar, karena sudah kangen
dengan anak dan mantunya (T .M.
Sthombing, 1989: [08). Selesai
acara makan bersama, keluarga
pihak perempuan menyampaikan
nasihat dan petunjuk bagai mana
cara membangun keluarga yang
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baik agar rumatangganya selalu
harmonis, disayangi keluarga dan
lingkungan, serta diakhiri dengan
pemberian berkah dari orang tua.

B. Perkawinan Batak Toba Di

Perantauan

Jakarta merupakan pusat pe-
rantauan dari mayoritas orang
Batak sekarang ini, karcna orang
Batak yang berdomisili di Jakarta
jauh lebih banyak bila dibanding-
kan dengan yang tinggal di kota
Jain di luar kota Medan. Karena
itu perkawinan adat Batak di
Jakarta bisa dibuat sebagai baro-
meter perubahan perkawinan adat
orang Batak Toba di perantauan.
Proses perkawinan orang Batak
sekarang ini di Jakarta dilaksa-
nakan dengan urutan: marhusip,
sibuha-buhai, pemberkatan perka-
winan, dan marunjuk. Urutan aca-
ra perkawinan tersebut, penulis
uraian di bawah ini.

1. Marhusip

Marhusip yang aslinya berupa
penjajakan antara utusan pihak
keinarga pengantin laki-laki dan
utusan keluarga pengantin perem-
puan dengan tujuan agar acara
marhata sinamot jangan sampai
gagal, sckarang berubah fungsi
seperti marhata sinamot. Pelaksa-
paan marhusip biasanya dimulai
dengan Patua Hata dan acara se-
janjutnya sudah sama dengan
marhata sinamot dalam arti sudah
dibicarakan dan disepakati jumlah

sinamot aluu mahar yang akan
dibayurkan pihak pengantin laki-
laki. Sinamot dimaksud sudah
sekaligus mencakup sinamot un-
tuk Upa Paramaan, Upa Simolo-
hon, Upa Pariban, dan Upa Tu-
lang dijadikan satu dengan Upa
Suhut dan dinamakan “Sinamot
Rambu Pinudun”. Bahkan lebih
jauh dari 1tu dimungkinkan untuk
disepakati di dalam sinamot itu
termasuk biaya untuk pembelian
hewan yang akan dipotong dan
dijadikan lauk makan pada pesta
perkawinan itu dikumpulkan jadi
satu dan itu dinamakan “Sinamot
Sitommbol”. Di samping itu juga
dimungkinkan untuk sekaligus di-
bicarakan tentang berapa banyak
ulos atau kain Batak yang akan di-
serahkan keluarga pihak pengan-
tin perempuan kepada pihak pe-
ngantin laki-laki, di mana pesta
itu dilaksanakan, apakah di pihak
keluarga perempuan atau di pihak
keluarga laki-laki serta lain-lain
yang diperlukan, sehingga secara
praktis segala sesuatu yang di-
perlukan untuk mempersiapkan
dan melaksanakan perkawinan itu
scluruhnya sudah disepakati dan
diputuskan. Akibatnya acara mar-
hata sinamot yang sesungguhnya,
hanya merupakan formalitas be-
laka.

Scbagian besar masyarakat o-
rang Batak di Jakarta sudah me-
laksanakan acara marhusip seperti
itu, tetapi sebagian lamnya yang
mengerti makna dan hakekat mar-



ERA HUKUM NG, 2/TH. 1 5/IANUARI 2008

hata sinamot masih melaknasana-
kan acara marhata sinamot seba-
gal mana aslinya yaitu sebelum
acara pemberkatan perkawinan di
gereja. Acara marhata sinamot se-
perti i dihadiri oleh semua kera-
bat kedua belah pihak termasuk
Hula-hula. Acara vang dibica-
rakan sama dengan marhusip ala
Jakarta dengan perbedaan bahwa
setelah marhata sinamot pihak ke-
luarga laki-laki langsung membe-
rikan sebagian besar dari sinamot
yang telah disepakati, dan itu di-
namakan “Bohi ni  Sinamot”
{T.M. Sihombing, 1989: 65) atau
panjar. Panjar ini resmi diminta
oleh keluarga pengantin perem-
puan dengan alasan agar segera
bisa dibelanjakan untuk memper-
stupkan pesta perkawinan itu.

Personil  atau  fungsionaris
yang hadir pada acara marhusip
itu prakiis sama dengan personil
pada acara marhata sinamot, ke-
cuali pthak Hula-hula yaitu sau-
dara laki-laki dari ibu pengantin
putri padahal sinamot untuk me-
rcka yaitu “upa Tulang” sudah i-
kut diputuskan tanpa sepengeta-
huan yang bersangkutan,

2. Sibuha-buhai

Acara sibuha-buhai atau jem-
put pengantin ini tetap herjalan
sebagal mana aslinya yaitu rom-
bongan kerabat pengantin laki-
laki datang ke rumah pengantin
perempuan dengan membawa ma-
kanan adat. Setelah seserahan atau

saling menyerahkan makanan a-
dat, lalu acara dilanjutkan dengan
makan pagi bersama. Selesai ma-
kan kemudian seluruh rombongan
Siap berangkat ke gereja untuk
menerima pemberkatan pernikah-
an pengantin,

3. Pemberkatan pernikahan

Acara ini murni kegiatan ke-
agamaan dan bukan acara adat.
Memang dahulu ada perkawinan
adat yang dilakukan oleh para
tetua adat yang disebut Raja Bius
atau oleh Kepala Nagari setempat,
tetapi setelah agama Kristen ter-
sebar di tanah Batak maka tidak
dilakukan lagi pemberkatan adat.
Sekarang ini baik di tanah Batak
maupun di perantauan perkawinan
orang Batak Toba yang beragama
Kristen dilakukan di gereja dan
pemberkatan itu dilaksanakan o-
leh pejabat gereja sesuai dengan
agama pengantin,

4. Marunjuk

Kerabat pengantin laki-laki
menamakannya marunjuk scdang-
kan kerabat pengantin perempuan
menyebutnya mangan juhut ni
boru untuk pesta pemberkatan
perkawinan ini. Sesuai dengan
hukum adat maka nyawa diganti
dengan nyawa, vang berarti kalau
mengambil sesuatu yang bernya-
wa maka harus diganti yang ber-
nyawa juga. Pada saat seorang
laki-laki mengawini seorang pe-
rempuan dari marga lain, maka
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dia harus menggantinya dengan
sesuatu yang bernyawa juga dan
karena itulah kerabat laki-laki
harus menyediakan seekor hewan
kepada kerabat perempuan untuk
mereka makan pada pesta perka-
winan anak perempuannya itu dan
karena itulah pesta itu disebut
“mangan juhut ni boru” atau me-
makan daging sianak perempuan
(T.M.Sthombing, 1989: 74}. Ash-
nya, selesai makan, acara dilan-
jutkan dengan melunasi sinamot
yang sudah disepakati dan se-
sudah itu dilanjutkan dengan pem-
berian ulos yang disertal doa dan
berkat kepada orang tua pengantin
laki-laki, pengantin berdua dan
para kerabat dari pengantin laki-
laki.

Marunjuk ini mengalami peru-
bahan yang bersifat prinsipil,
karena pada acara ini sudah
tercakup marhata sinamot, paulek
une dan maningkir tangga. Mar-
hata sinamot yang aslinya mutlak
dilaksanakan sebelum pemberkat-
an pernikahan, saat ini di Jakarta
dilakukan setelah pemberkatan ni-
kah dan sifatnya hanya berupa
formalitas belaka, karena pada da-
sarnya pembicaraan fentang sina-
mot sudah disepakati pada saat
marhusip, sehingga marhusip ber-
ubah fungsi jadi marhata sinamot
sedangkan marhata sinamot pada
saat unjuk atau marunjuk merupa-
kan duplikasi dari marhusip untuk
sekadar menghormati Hula-hula
atau saudara laki-laki dari ibu
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kedua pengantin serta memberi
kesempatan kepada mereka untuk
berbicara sccara adat pada acara
unjuk ityu, tetapi tidak dalam pe-
ngertian marhata sinamot  yang
sesungguhnya, karena acara itu
sudah dilaksanakan pada saat
marhusip.

Perubshan lainnya adalah di-
lanjutkannya acara marunjuk itu
dengan pauluak une yang langsung
dilaksanakan di tempat pesta itu.
Acara inipun sifatnya juga hanya
formalitas, karena sudah ada pe-
ngakuan bahwa sudah berjalan de-
ngan baik seluruhnya, padahal
perbuatan atau pernyataan ifu
dilakukan tanpa pembuktian atau
uji coba yang layak, sehingga ka-
jau ada tuntutan kemudian tentang
kondisi pengantin perempuan su-
dah tidak berlaku lagi.

Demikian juga dengan acara
maningkir tangga atau berkunjung
ke tempat tinggal pengantin yang
dilaksanakan pada tempat pesta
itu, juga formalitas belaka, sebab
yang dikunjungi bukan tempat
tinggal pengantin.

C. Mentalitet Hukum Adat
Hukum adat merupakan hasil
pemikiran dari bangsa Indonesia
yang bangkit dan ditaati dalam
perganlan hidup Bangsa Indone-
sia, karena itu hukum adat itu pas-
ti dipengaruhi oleh mentalitet da-
ri Bangsa Indonesia itu sendirl.
Bertolak dart pemikiran itu, maka
hukum adat perkawinan masya-
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rakat Batak Toba pasti dipenga-

ruhi oleh orang Batak Toba. Men-

talitet atau struktur rohani yang

menjiwai adat Batak menurut F.D.

Holleman adalah adanya ciri dari

mentahitet yang menjiwai hukum

adat, 'yaitu Religiomagis (partici-
perend cosmisch), Komunal, Kon-
tan dan Konkrit (Djaren Saragih,

1982: 20-21).

Cirt Religiomagis memperli-
hatkan bahwa Bangsa Indonesia
percaya kepada adanya dunia gaib
yang mengatasi kekuatan manu-
sia, mempengaruhi bahkan me-
nentukan nasib manusia. Mayo-
ritas dari orang Batak Toba seka-
rang ini menganut agama Kristen
dan Katolik yang percaya pada
Tuhan Yang Maha Kuasa dan
sumber segala kehidupan manu-
sia. Ajaran Kristen dan Katolik
mengenai Tuhan adalah:

I. Akulah Tuhan Allahmu, ja-
ngan mcnyembah  berhala,
berbaktilah kepadaKu saja,
dan cintailah Aku lebih dari
segala sesuatu.

2. Kasthilah Tuhan Allahmu de-
ngan segenap hatimu, dengan
segenap jiwamu, dengan se-
genap akal budimu dan de-
ngan segenap kekuatanmu.

3. Aku percaya akan Allah, Ba-
pak Yang Maha Kuasa, pen-
cipta langit dan bumi, dan
akan Yesus Kristus Putranya
yang tunggal Tuhan kita (Sya-
hadat para Rasul)

Dengan percaya dan meyem-
bah  Tuhan, maka akibatnya
manu-sia menjadi tidak percaya
lagi pa-da adanya dunia gaib yang
me-ngatas) kekuatan manusia dan
me-nentukan nasib  manusia.
keseim-bangan kosmis yang harus
dipe-lihara dan terganggunya
keseim-bangan kosmis yang dapat
men-datangkan mala petaka. Hal
ini mengubah atau menetralisasi
ciri utama hukum adat yang reli-
giomagis itu dan sekaligus juga
ikut mempengaruhi kepercayaan
terhadap keseimbangan religio-
magis yang dipengaruhi oleh ke-
kuatan gaib itu. Di lain pihak
kemajuan pendidikan, ilmu pe-
ngetahuan, dan teknologi membu-
at manusia dan orang Batak Toba
khususnya, menjadi tidak percaya
lagi kepada hal-hal gaib, yang
mengatast kekuatan manusia dan
menentukan nasib manusia itu.

Perkawinan jujur yang menga-
lihkan keanggotaan pengantin pe-
rempuan dart marganya ke marga
laki-iaki yang mengganggu kese-
imbangan klennya, mengakibat-
kan sinamot yang diberikan olch
kerabat laki-laki harus juga men-
cakup benda pusaka yang akan
mengembalikan keseimbangan i-
tu, sekarang ini menjadi dianggup
tidak perlu lagi, sehingga sinamot
itu cukup berupa vang saja yang
akan digunakan untuk membiayai
segala pengeluaran yang diperlu-
kan untuk pelaksanaan pesta per-



kawinan atau unjuk yang akan
dilaksanakan.

Ciri  komunal menunjukkan
pandangan tentang tempat indivi-
du dalam pergaulan hidup. Setiap
individu selalu dilihat sebagai
anggota persekutuan. Jadi setiap
individu hanya mempunyal arti
dalam kedudukannya sebagal ang-
gota persekutuan. Karena itu ting-
kah laku individu haruslah selalu
dilaksanakan dalam kedudukan-
nya sebagai anggota persekutuan
dan di dalam rangka kesatuan dari
persekutuan  (Djaren  Saragihl,
082: 22). Jakarta sekarang ini di-
huni oleh orang Batak perantauan
yang sudah ketularan modernisasi
dan individualisme, sehingga kKo-
munalisme sudah menipis. Tidak
ada satu kampung atau RT/RW
yang dihuni oleh suatu marga,
tetapi anggota suatu marga ber-
serakan secara acak di seluruh
Jakarta, sehingga hubungan dan
komunikasi antar anggota menjadi
jarang, yang berakibat ciri komu-
nal praktis sudah hilang.

Sarana komunikasi dan keber-
samaan, tinggat kumpulan marga
yang anggotanya terdiri dar ke-
lompok satu marga serta borunya.
Organisasi ini mengurus berbagai
acara adat yang dilakukan oleh
anggota, seperti perkawinan, Ke-
matian, selamatan rumah dan aca-
ra natal bersama serta tahun baru.
Di luar acara itu praktis setiap
keluarga jalan sendiri dan sibuk
dengan pekerjaan masing-masing
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bahkan saking banyaknya orang
satu  marga maka pada acara
perkawinan dan kematianpun be-
lum tentu semua diundang ataw
diberitahu.

Ciri kontan yang mengatur Ke-
scimbangan antar klen tetap terj-
aga, dan menghendaki agar pertu-
karan itu dilaksanakan secara kon-
tan atau serempak sehingga tidak
sempat terjadi kekosongan. Pada
perkawinan jujur, hal ini masih
tetap dipegang biarpun tidak per-
sis sama. Misalnya pembayaran
sinamot dilaksanakan pada unjuk
yang berarti bahwa pada saat ke-
anggotaan pengantin perempuan
pindah ke klen suaminya, maka
sinamotnya sudah lunas biarpun
tanpa disertai barang pusaka.

Ciri konkrit yang berarti tiap-
tiap perbuatan atau keinginan atau
hubungan-hubungan tertentu di-
nyatakan dalam bentuk benda-
benda berwujud tetap dipertahan-
kan pada perkawinan jujur. Ada
empat macam perbuatan dan ke-
inginan yang menunjukkan rasa
hormat dan cinta kasih pada pe-
laksanaan pesta unjuk, yaitu sese-
rahan makanan adat, pembagian
parjambaran, pemberian ulos, dan
pemberian tumpak. ‘

Seserahan makanan adat an-
tara keluarga kerabat laki-laki de-
ngan kelusrga kerabat perempuan
dilaksanakan dengan menyedia-
kan makanan terscbut secara ber-
hadapan dan dimuiai dari kerabat
laki-laki, kemudian dilanjutkan
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dengan kerabat perempuan, Ke-
mudiun makanan itu yang bia-
sanya berupa daging babi, sapi
atau Kerbau dibagikan lebih lanjut
kepada kerabat kedua belah pi-
hak. Ulos atau tenunan khas Batak
yang tigunakan sebagai lambang
kasih dan perberian berkat juga
disampaikannya sccara langsung.
Pemberian ulos pertama disampai-
kan kepada orang wa pengantin
laki-laki dan dinamai *Ulos Pan-
samot”, disampaikan oleh orang
tua pengantin perempuan, kemu-
dian dilanjutkan kepada pengantin
dan dinamai “Ulos Hela” oleh
orang tua pengantin putri. Pem-
bertan uios selanjutnya diberikan
olch Kkerabat pengantin putri
kcpada kerabat pengantin laki-laki
secara berpadanan, yang saat ini
disepakati jumlahnya 17 helat,
dan pemberian ulos yang selan-
Jutnya diberikan kepada pengantin
olch kerabat kedua pihak.

Pemberian konkrit yang lain-
nya adalah bantuan kepada orang
(ua pengantin laki-laki oleh kera-
batnya dan handai tolannya. Acara
m1  dilaksanakan secara khusus
dan diminta secara resmi agar se-
mua kerabat dan handai tolannya
datang memberikan bantuannya.
Bantuannya itu dinamakan “Tum-
pak™ dan setiap orang yang mem-
berikan tumpak datang ke depan
memberikan uang dan menaruh-
nya pada tempat yang sudah di-
sediakan.

Hukum adat pada umumnya
dalam keadaan tidak tertulis. Ka-
rena tidak tertulis, maka tidak
dikodifikasikan dan coraknya ada-
lah tradisional dan dinamis. Hu-
kum adat berasal dari keinginan
nenek moyang yang diwariskan
kepada keturunannya, karena itu
di dalam pelaksanaannya, hukum
adat 1tu selalu dipengaruhi oleh
pesan yang berfanjut itu dan ang-
gapan itu sudah merupakan kebia-
saan yang berpengaruth pada ke-
hidupan dalam suasana hukum
adat, dan menjadi tradisi yang tu-
run temurun. Hal ini dibuktikan
dengan adanya peribahasa vang
berbunyi “Ompunta naparjolo
martungkot siala gunde, angka
nauli napinungka ni parjolo dito-
rushon ni parpudi” yang berarti
hal-hal yang baik vang dimulai
nenck moyang dilanjutkan oleh
turunannya.

Hukum adat Indonesia yang
normatif pada umumnya menun-
jukkan corak yang tradisional, ke-
agamaan, kebersamaan, konkrit
visual, terbuka, sederhana, dapat
berubah, menyesuaikan, tidak di-
kodifikasi, musyawarah, dan mu-
fakat (Hilman Hadi kusuma,
1992: 33).

Corak dinamis dipengaruhi o-
leh dinamika sosial kehidupan.
Keputusan atau penetapan hukum
yang diberikan oleh pimpinan ma-
syarakat dalam suasana hukum a-
dat selalu diberikan dengan mem-
pertimbangkan faktor-faktor rele-



van. Perubahan keadaan sosial
menyebabkan nilai dan faktor re-
levan mengalami perubahan. Per-
ubahan sosial 1tu menyebabkan
perobahan dalam penilaian dan
syarat-syarat tingkah laku yang
dikehendaki. Semua perubahan itu
mendorong masyarakat memberi-
kan keputusan yang berbeda atau
menyimpang dari keputusan yang
biasa diberikan pada persoalan

yang sama (Djaren Saragih, 1982:

24). Karena daya penyesuatian ter-

hadap perubahan sosial dan hu-

kum adat itu tidak tertulis, maka
hukum adat itu bersifat dinamis,

Permasalahannya adalah apakah

sifat dinamis itu memungkinkan

perubahan fundamental pada hu-
kum adat perkawinan orang batak
toba?

Telah terjadi perubahan fun-
damental pada hukum adat per-
kawinan orang batak toba di Ja-
karta pada saat ini, biarpun peru-
bahan itu belum diterima oleh se-
mua pihak karena masih ada yang
tetap berpegang pada adat aslinya.

Di antara berbagai perubahan
itu yang menonjoi adalah:

1. Marhusip berubah  fungsi
menjadi marhata sinamot.

2. Marhata sinamot tergradasi
menjadi hanya sekadar for-
malitas belaka.

3. Paulak une tidak memiliki
konsekwensi hukum lagi.
Tidak ada alasan kuat, prinsip,

dan urgen yang mengakibatkan

marhusip berubah fungsi menjadi
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seperti marhata sinamot.Apa yang
dibicarakun dan diputuskan pada
acara marhusip persis sama de-
ngan yang marhata sinamot. Per-
bedaan vang terjadi hanya pada
fungsionaris adat yang hadir yaitu
tanpa kehadiran Tulang dan yang
kedua adalah sehabis marhusip ti-
dak diberikan panjar, tetapi panjar
itu sebenarnya tetap diberikan o-
rang tua pengantin laki-laki kepa-
da orang tua pengantin perem-
puan, cuma tidak di hadapan u-
mum, sedangkan kalau marhata
sinamot maka Tulang wajib hadir
serta panjar dari sinamot langsung
diberikan serta dinamai “Bohi ni
sinamot’.

Dengan pelaksanaan marhusip
seperti itu, maka praktis acara
marhata sinamot menjadi  kehi-
langan arti, hanya sekadar forma-
litas, pengulangan yang tidak per-
ju, bahkan menjadi sandiwara bo-
hong-bohongan. Pada acara ma-
rhusip tidak diberikan panjar, te-
tapi secara tidak resmi tetap diberi
panjar, sehingga pada acara mar-
hata sinamot terjadi sandiwara da-
Jam menghitung uangnya. Misai-
kan disepukati jumlah sinamot se-
cara keseluruhan sebanyak lima
puluh juta rupiah dan sudah diba-
yar panjar sebesar empat puluh
juta rupiah, maka yang dibayar
pada acara marhata sinamot ting-
gal sepuluh juta rupiah, tetapi Par-
sinabung atau juru bicara dari ke-
dua belah pihak tetap harus me-
ngatakan bahwa uang yang sebe-
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narnya hanya sepuluh juta itu di-
nyatakan berjumlah lima puluh
juta rupiah.

Di samping sandiwara terjadi
pemborosan waktu, padahal unjuk
itu sendiri sudah berlangsung cu-
kup lama dan tidak perlu diper-
panjang lagl dengan acara yang
tiduk urgen. Marhata sinamot se-
perti itu vang memakan waktu
sekitar 45 menit sebenarnya tidak
perlu lagi dilaksanakan apabila
marhata sinamot itu sudah dilak-
sanakan sebelum unjuk dengan
cara marhusip ditiadakan dan
langsung marhata sinamot.

Aslinya marhata sinamot itu
mutlak harus dilaksanakan sebe-
lum pemberkatan pernikahan, se-
bab pernikahan tidak terjadi kalau
sinamot tidak disepakati. Tempo
dulu sinamot itu menjadi alat ken-
dali untuk menentukan jadi tidak-
nya pcrkawinan. Sinamot menjadi
acara yang membedakan antara
yvang kawin adat dengan yang ka-
win larl. Kawin adat maka sina-
molnya harus jadi dulu baru di-
kawinkan sedangkan yang kawin
lart, kawin dulu barz sinamotnya
dibicarakan. Marhata sinamot ba-
gi vang kawin lari hanya sekadar
formalitas  sebab jadi tidaknya
perkawinan itu sama sekali bukan
tergantung pada besarnya sina-
mot, karena perkawinan itu tidak
mungkin dibatalkan lagi. Dengan
demikian sinamot itu bisa meru-
pakan atau semacam gengsi dari

pengantin perempuan dan orang
tuanya.

Paulak une berfungsi sebagai
klarifikasi atas kesucian pengantin
putri. Tempo dulu “Buka Pera-
wan” harus dibuktikan dengan
perdarahan dari pengantin  dan
karena itu ditempat tidurmya di-
pasang scpotong kain putih yang
akan menampung darah yang
keluar dan begitu selesai hubung-
an suami isteri yang pertama kain
itu langsung diberikan kepada
ibu-ibu yang menungguinya. Ka-
lau memang masih suci maka
dilanjutkan dengan acara “paulak
une”, sedangkan kalau sebaliknya
maka pengantin putri bisa lang-
sung dikembalikan kepada orang
tuanya alias diceraikan dengan
disertal tuntutan agar maharnya
dikembalikan.

Pelaksanaan paulak une yang
dilaksanakan langsung ditempat
pesta sebenarnya menghilangkan
arti dan tujuan acara paulak une.
Sekiranya terjadi bahwa pengan-
tin perempuan bukan gadis lagi,
maka pengantin laki-laki tidak bi-
sa menceraikannya lagi dengan
alasan tidak suci lagi sebelum
kawin. Karena itu tuntutan perce-
raiannya tidak sah lagi, sebab su-
dah dilaksanakan paulak une yang
berarti kerabat pengantin laki-laki
sudah menyatakan dimuka umum
bahwa pengantin putri tidak ada
cacat dan masih suci. Dengan de-
mikian pertimbangan efisiensi
waktu yang menghendaki semua
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rentetan ucara perkawinan adat
diselesaikan dalam satu hari ada
untung riginya. Karena itu kalau
masih ingin menegakkan maksud
dan tujuan dari paulak une itu,
sebaiknya acara paulak une dan
maningkir tangga sebaiknya dipi-
sahkan dari acara unjuk.

V. KESIMPULAN

l.

Telah terjadi pergeseran nilai-
nilai perkawinan adat Batak
Toba di perantauan, khusus-
nya di Jakarta, yang diaki-
batkan oleh berubahnya ciri
mentalitet hukum adat.
Pergeseran nilai-nilai adat itu
disebabkan tersebarnya aga-
ma Kristen dan Katolik di
daerah Batak Toba, yang per-
caya kepada Tuhan yang Ma-
ha Esa. Perintah Allah yang
pertama “Jangan menyembah
berhala berbaktilah kepadaKu
saja dan cintailah Aku lebih
dari segala sesuatu” menetrali-
sasikan ciri mentalitet hukum
adat yang religiomagis. Ke-
majuan pendidikan, ilmu pe-
ngetahuan, dan teknologi serta
kehidupan di kota metropoli-
tan membuat orang Batak se-
bagai penduduk Jakarta ter-
imbas modernisasi dan indi-
vidualisme sehingga mengikis
ciri  mentalitet hukum  adat
yang kemunal.

Sinamot, Boli, Tuhor atau Ma-
har berubah fungsi dart sarana
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penjaga keseimbangan kosmis
di klen pengantin perempuan
menjadi sekadar dana pembi-
ayaan pesta perkawinan, se-
hingga tidak perlu lagl dileng-
kapi dengan benda pusaka.

4. Corak hukum adat yang di-
namis mendorong dan mem-
permudah perubahan proses

. perkawinan adat orang Batak
Toba di Jakarta. Perubahan itu
terjadi pada acara marhusip
yang berubah fungsi seperti
marhata sinamot, Sebaliknya
marhata sinamot kehilangan
otoritasnya sehingga menjadi
acara formalitas saja serta
paulak une kehilangan legal-
itas dan tujuannya.

5. Perubahan yang terjadi itu ti-
dak perlu drastis seperti yang
terjadi di Jakarta. Acara mar-
hata sinamot sebelum perka-
winan dilaksanakan perlu di-
pertahankan, sebab aslinya
memang demikian serta Iebih
menghemat waktu dan acara
paulak une serta maningkir
tangga sebaiknya dipisahkan
dart acara unjuk.
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